UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A
NOVCR 21 TAHUN 1957
TENTANG
MENETAPKAN UNDANG- UNDANG DARURAT NOMOR 14 TAHUN 1952
TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMVBAHAN PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK
PERALI HAN, PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN ( LEMBARAN- NEGARA
TAHUN 1952 NO 87) SEBAGAI UNDANG UNDANG

Presi den Republik I ndonesi a,

Meni nbang:

bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Senentara
Republ ik |ndonesia, Penerintah telah nenetapkan Undang-undang
Darurat tentang perubahan dan penanbahan peraturan penungutan
paj ak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan (Undang-undang
Darurat No. 14 tahun 1952, Lenbaran Negara tahun 1952 No. 87);

bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang
Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengi ngat :
Pasal 97 jo. Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Senentara
Republ i k 1 ndonesi a;

Dengan persetujuan Dewan Perwaki | an Rakyat;

MVEMUT USKAN:

Menet apkan:

UNDANG- UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG UNDANG DARURAT NO. 14
TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMUNGUTAN
PAJAK  PERALI HAN, PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN SEBAGAI
UNDANG- UNDANG

Pasal |

Per at ur an- peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darur at
No. 14 tahun 1952 tentang perubahan dan penanbahan peraturan
penmungut an pajak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan
di t et apkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan dan
t anbahan-t anbahan sehi ngga ber bunyi sebagai beri kut:

Pasal 11
Ordonansi Pajak Peralihan 1944 (Lenbaran Negara No. 17 tahun
1944), sebagaimana ini telah diubah senenjak jadinya, terakhir
dengan Undang-undang No. 34 tahun 1953 (Lenbaran Negara tahun
1953 No. 84) diubah seterusnya sebagai berikut:
| . Pasal 1 di baca sebagai berikut:

"Pasal 1.



(1) Dengan nama "Pajak Pendapatan” di pungut paj ak atas
pendapat an, pajak mana berlaku untuk orang pribadi yang
bert enpat - kedi aman di | ndonesi a.
(2) Pajak pendapatan berlaku pul a untuk orang pribadi yang tidak
bert enpat - kedi aman di I ndonesia, tetapi nmenpunyai sunber
pendapat an seperti yang di maksud dal am Pasal 2 ayat (2)".

I'l.ke-1. Pasal 2 diubah sebagai berikut:

Set el ah ayat pertama disipkan suatu ayat baru, yang berbunyi:
"(la) Kal au kewaji ban paj ak nenurut Pasal 8c, ayat (1) dan (2),
hanya ada sel ama sebagi an dari tahun takwi m maka bagi an i ni
(masa paj ak) nengganti kan tahun takwimitu";

ke-2 Ayat 2a, angka ke-1 dan ke-2 kat a-kat a:

"in het |eatste geval" dihapuskan;

ke-3 Setel ah ayat 2a disisipkan suatu ayat baru, yang berbunyi:
"(3)Untuk nenjal ankan ayat (2) dari Pasal ini, juga untuk
nmenj al ankan Pasal 9, huruf a, Pasal 10, ayat (5) Pasal 11 , ayat
(2), huruf c, Pasal 15, ayat (4) dan Pasal 16, ayat (2), naka
pada pengertian "beroep of bedrijf" juga termasuk kerja jabatan
dan perbuat an- per buat an, pekerj aan-pekerjaan dan jasa-jasa dari
segal a sifat apapun.

ke-4Ayat (4), dihapuskan;

ke-5Ayat kelima kini dijadi kan bernonor ayat keenpat.

I'1l.Sesudah Pasal 2 disisipkan pasal baru yang berbunyi sebagai
beri kut :

"Pasal 2a"

"Unt uk pel aksanaan ordonansi ini termasuk pul a dal am keuangan
umum | ndonesi a: keuangan dari daer ah-daerah swatantra di

I ndonesi a dan dana pensi un, pensiun janda dan anak yatim piatu
yang di adakan untuk pegawai daerah swatantra itu, pun juga
subsi di yang di beri kan untuk tenaga guru pada sekol ah partikelir
yang di bebankan pada anggaran bel anja | ndonesi a".

I V. Pasal 3 di ubah sebagai berikut:

ke- 1. Anak- bagi an huruf a dan huruf b, dihapuskan:
ke- 2. Pada anak-bagi an huruf c, kata:

"Bui tenzorg" diganti dengan "Bogor";

ke- 3. Pada anak-bagi an huruf 1 kat a-kat a:

"vier en twintig honderd gul den" diganti dengan:
"vijfduizend rupiah";

ke- 4. Anak- bagi an huruf n di baca sebagai berikut:
"penghasi | an yang di bebankan kepada keuangan unum | ndonesi a,
sekedar penghasilan ini ol eh Penerintah Republik Indonesia
di bebaskan dari pajak."

V. Pasal 5 diubah sebagai berikut:

ke-1. Pada anak-bagi an huruf c dari ayat pertamm, kata-kata:
"twaal fonderd gul den" di ubah nenjadi "zes en dertig honderd
rupi ah";

ke- 2. Pada anak-bagi an huruf d dari ayat pertamm, kata-Kkata:
"twaal f honderd gul den" yang dua kali dipakai, diganti dua kal



dengan kata-kata: "zos en dertig honderd rupiah"; kata-kata:

"achttien honderd gul den", "een en twi ntig honderd gul den" dan
"vier en twintig tiotideid gulden" diganti masing-nmasi ng dengan
kat a-kata: "vier en vijftig honderd rupiah", "drie en zestig

honderd rupi ah” en "twee en zoventing honderd rupi ah";

ke- 3. Anak- bagi an huruf f dari ayat pertama di hapuskan;

ke-4. Ayat (2) dibaca sebagai berikut:

"(2) Mengenai nereka, yang tidak bertenpat-kedi aman di | ndonesi a,
maka untuk perhitungan jum ah bersih yang di perol eh sebagai hasi
nodal dan kerja hanya di pot ongkan :

ke- 1. bi aya, beban, susut benda serta penghapusan piutang dan
iuran yang ditentukan pada ayat pertama dari pasal ini huruf a, b
dan c;

ke- 2. bunga hutang yang dijam n ol eh hypot heek atas harta-tetap
yang terletak di Indonesia atau atas hak yang ada pada itu:

satu dan | ain dengan tidak nengurangi apa yang ditentukan pada
Pasal 5a".

VI . Pada Pasal 6 kata-kata: "wordt als inkonmen van haren

echt genoot beschouwd", diganti dengan: "zonede haar uit vorige

j aren stammende, onverrekende verliezen als bedoeld bij artikel
Sa worden beschaud al s i nkonen, onderschei-denlijk verliozen van
haar ocht genoot".

VIl . Pasal 7 dibaca sebagai berikut:
"Pasal 7"

"Bi | amana, di pandang dari tanda-tanda kemanpuan yang nanpak,
pendapat an bersi h dari seorang waji b-pajak yang bertenpat

kedi aman di | ndonesia, berjum ah kurang dari lima ribu rupiah
maka nenyi npang dari Pasal 2, 4,5 dan 5a di anggapnya cukup dengan
pemasukan nmenurut ukuran itu dal am sal ah satu kelas dari tarip A
dari Pasal 8 yang berl aku"

VI11.Pasal 8 dibaca sebagai berikut:
"Pasal 8."

(1) Kecual i apa yang ditentukan pada ayat (5) dan ayat (6) dar
pasal ini pajak yang terhutang ditetapkan nenurut tarip A dan B
yang di nuat pada tabel nonor 1 dan 2 yang berikut, dengan
menper hat i kan yang di t ent ukan pada ayat-ayat yang beri kut dar
pasal ini.

(2) Dengan tidak nengurangi yang ditentukan pada Pasal 7, naka
nmenet apkan paj ak yang terhutang, nengenai nereka, yang pendapatan
bersi hnya kurang dari lima ribu rupiah, terjadi dengan

menggol ongkan dal am kel as yang tertinggi dari kelas- kelas dari
tarip A yang junm ah paj aknya berada di bawah suatu jum ah yang
sama dengan tiga peratus dari pendapatan bersi h.

(3) Mengenai nereka, yang bertenpat kedi aman di | ndonesia, maka
pel akuan tarip B terjadi dengan nenperhati kan ket ent uan- ket ent uan
di bawah ini:

a. Pendapat an bersi h waji b-pajak yang tidak kaw n, sebel um atas



itu dijalankan tarip, ditinggi kan dengan |inma peratus;

b. Untuk tiap orang kel uarga sedarah atau senenda dal amgaris

[ urus dari wajib-paj ak, yang berada penuh dal am t anggungannya,
juga untuk tiap orang anak-angkat, nmaka pendapatan bersih,
sebelum atas itu dijalankan tarip, dikurangkan nmenurut skal a di
bawah i ni:

untuk 1 orang dengan ........... Rp. 600, -
untuk 2 orang dengan ........... Rp. 1. 140, -
untuk 3 orang dengan ........... Rp. 1. 620, -
untuk 4 orang dengan ........... Rp. 2. 040, -
untuk 5 orang dengan ........... Rp. 2. 400, -
untuk 6 orang dengan ........... Rp, 2. 700, -
untuk 7 orang dengan ........... Rp. 2. 940, -
untuk 8 orang dengan ........... Rp. 3. 120, -
untuk 9 orang dengan ........... Rp. 3. 240, -
untuk 10 orang dan | ebih

dengan ................ Rp. 3. 300, -

c. W) i b-paj ak yang pendapat an bersi hnya dapat di kurangkan

ber dasar kan ketentuan pada huruf (b), tidak di anggap sebagai yang
ti dak kaw n.

(4) Dal am hal pendapatan bersi h setel ah di kurangkan karena

pot ongan kel uarga nenurut ayat (3) huruf b dari pasal ini,

menunj ukkan suatu jum ah kurang dari lima ribu rupiah, nmaka tarip
B tidak berlaku. Maka pajak ditetapkan nenurut tarip A dengan
menper hat i kan ket entuan pada ayat (2) dari pasal ini dengan
pengertian, bahwa kata "pendapat an bersi h" yang di pakai pada ayat
Itu, dibaca sebagai "pendapatan-sisa", yakni pendapatan bersih

di kurangkan dengan pot ongan kel uarga.

(5) Penet apan paj ak yang terhutang ol eh orang yang nmenpunyai
pendapat an bersi hnya kurang dari lima ribu rupiah dan semat a-
mata terdiri dari pensiun dan yang di persamakan dengan itu atau
pendapat an ber kal a untuk keperl uan ongkos hi dup, dil akukan
menurut tarip yang ditetapkan ol eh Menteri Keuangan.

(6) Penet apan paj ak yang terhutang ol eh nmereka yang bertenpat

kedi aman di daerah kepul auan Ri au dan sepanj ang nengenai yang
pendapat an bersi hnya setel ah ditanbah atau di kurangi nenurut apa
yang ditentukan pada ayat (3) nenunjukkan jum ah kurang dari tiga
pul uh dua ribu rupi ah, dilakukan dengan nenper gunakan secara yang
sama apa yang ditentukan pada ayat (2) sanpai dengan 4 dari pasa
ini, menurut tarip "A-Ri au"” dan "B-Ri au", yang di nuat pada tabel
nonor 3 dan 4 yang berikut."

| X. ke-1. Pasal 8b, ayat (4) di hapuskan;

ke- 2. Pasal 8c, ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(4)Dari nereka, yang kewaji ban paj aknya dinmul ai pada atau setel ah
1 Januari atau berakhir dalamtahun takwi m pajak ditetapkan atas
sekian pertiga ratus enanpul uh bagi an dari jum ah yang di perol eh
dengan pel akuan Pasal 8 atau Pasal 8a, sebanyak juml ah hari dari
masa paj ak, dengan pengertian bahwa tiap bul an yang penuh yang
termasuk pada nmasa pajak itu dihitung sebanyak tiga pul uh hari.
Pada itu maka untuk pel akuan Pasal 8 dan 8a pendapatan bersih
yang di perol eh sel ama masa paj ak di hi tung dahul u hi ngga jum ah
set ahun. "



X. Pada Pasal 8d kata-kata: "de tarieven B" diganti dengan: "het
tarief B" dan kata-kata: "vier en twintig honderd gul den" diganti
dengan "vijfdui zend rupiah."

Xl . Pasal 8e di hapuskan.
Xi'|.Dari Pasal 9, anak-bagi an huruf-huruf d, e dan g di hapuskan.
XI'l1l.Pasal 10 di baca sebagai beri kut:

"Pasal 10"

"(1) Ket et apan- paj ak ditetapkan ol eh para kepal a i nspeksi keuangan
masi ng- masi ng sekedar nengenai daerah j abat annya.

(2) Dengan nenyi npang dari yang ditentukan pada ayat pertama, nmaka
ket et apan paj ak dari waji b-paj ak yang di maksudkan pada Pasal 7

di tetapkan ol eh panitia, kecuali jika penetapan ketetapan-
ket et apan paj ak dari wajib-pajak tersebut nmenurut putusan kepal a
i nspeksi keuangan harus di sel enggar akan ol ehnya sendiri.

(3)Dari panitia yang di meksud pada ayat 2, nmaka anggot anya

di tunj uk bagi daerah-daerah di Jawa dan Madura, Sunmatera dan

Kal i mant an ol eh Bupati dan bagi daerah-daerah di Sul awesi, WMl uku
dan Sunda- Kecil ol eh Kepal a Daerah (tingkat Bupati) dan

sel anj utnya ol en Wali Kot a.

(4)Jum ah anggota panitia, tenpat kedudukan dan daer ah
kewaj i bannya ditunjuk ol eh Gubernur bersangkutan. Menteri
Keuangan nenet apkan peraturan tentang penyusunan dan cara
bekerjanya panitia itu,juga tentang upah para anggot anya.

(5) Wi b-paj ak yang bertenpat kedi aman di | ndonesia, dan wajib
paj ak yang tidak bertenpat kedi aman di |ndonesia yang

pendapat annya di perol eh dari harta tetap yang terletak di

I ndonesi a atau dari hak yang ada pada itu, dari piutang, yang
pokok hutangnya dijam n ol eh hypotheek atas harta tetap atau hak
dem ki an, maupun dari pekerjaan atau perusahaan yang dil akukan di
I ndonesi a, di kenakan paj ak ol eh penguasa, dal am daerah si apa

nmer eka bertenpat kedi aman, harta tetap terletak, atau pekerjaan
atau perusahaan dil akukan, kecuali bila Menteri Keuangan

menent ukan | ai n.

(6) Pada penetapan tenpat nenurut ayat dahul u, maka keadaan pada
awal tahun takwi m atau masa paj ak adal ah nenent ukan.

(7)W4jib pajak yang lain, yang tidak bertenpat kedi anan di

I ndonesi a di kenakan paj ak ol eh kepal a i nspeksi keuangan Jakarta."

XI'V. Pasal 11 di ubah sebagai berikut:

ke-1. Pada ayat (I ) anak-bagi an huruf c. kata-Kkat a:

"dan wel van endero beschoi don,"” diganti dengan "dan wel van
andor o aant okoni ngon on boaschoi don. "

ke-2. Pada ayat (2), anak-bagian huruf c, kata-Kkata:

"het bel astinggebi ed" yang di pakai dua kali, juga kata-kata: "dat
gebi ed", diganti denggan: |ndonesia";

ke- 3. Pada ayat (3) kata-kata "tenzif deze is berekend

naar - eenzui ver i nkonon van m nder dan vier en twintig honderd
gul don", diganti dengan: "tonzij doze wordt vastgesteld net

t oepassi ng van artikel 7".



XV. Dal am Pasal 12 ayat (3) nonor Pasal "14c" diganti dengan
"14d".

XVI. Ayat (7) dari Pasal 14 di baca sebagai berikut:

"(7)Suatu salinan dari keputusan itu diberikan kepada wajib paj ak
dengan jal an pengirimn sel aku surat dinas terdaftar maupun atas
tanda terima yang di bubuhi tanggal ."

XVI|. Setel ah Pasal 14b di sisi pkan suatu pasal baru, yang berbunyi
sebagai beri kut:
"Pasal 14c"

"(1) Ketentuan pada Pasal 13 hingga serta 14b tidak berl aku bagi
ket et apan paj ak yang ditetapkan dengan pel akuan Pasal 7.

(2) W4 i b-paj ak yang berkeberatan terhadap ket etapan-paj ak yang

di kenakan kepadanya nenurut Pasal 7, dapat nmemasukkan suatu surat
keber at an kepada penguasa- penguasa termaksud pada Pasal 10 ayat
(3) dalam waktu tiga bul an setel ah penberian surat

ket et apan- paj ak.

(3) Kewaj i ban nmenbayar ket etapan paj ak tidak ditunda ol eh
pemasukan suatu surat keberatan

(4) Surat keberatan di putus ol eh penguasa ternaksud setel ah
tentang itu diterima nasehat dari panitia yang tel ah nenet apkan
ket et apan paj ak itu.

(5)Bila surat keberatan tidak di msukkan dal am waktu yang

di tentukan, maka wajib pajak tidak diterim dal am keber at annya,
kecual i jika dapat dinyatakan bahwa waktu itu ol eh

keadaan- keadaan i stinewa tidak mungki n dapat di perhati kan.
(6) Sal i nan dari keputusan itu diberikan kepada panitia yang tel ah
menet apkan ket et apan paj ak, juga kepada wajib paj ak dengan jal an
pengi ri man sel aku surat dinas terdaftar, maupun atas tanda terim
yang di bubuhi tanggal ."

XVII1.ke-1. Pasal 14c dan 14 d kini dijadi kan bernonor masi ng-
masi ng 14d dan 14e;

ke- 2. Pasal yang dijadi kan bernonor 14 d di ubah sebagai berikut:
a. pada ayat pertama kata-kata: "dedert den aanvang van het

kal enderjaar vijf jaren", diganti dengan: "sedert het einde van
het kal enderjaar drie jaren":

b. setel ah ayat 5 di adakan suatu ayat baru, yang berbunyi:

"(6) Tagi han susulan tidak terjadi, bila pendapatan bersih yang
di j adi kan dasar untuk itu kurang dari |ima ribu rupiah.”

Xl X. Pasal 15 di ubah sebagai berikut:

ke-1. Ayat 2 diganti dengan 3 ayat baru yang berbunyi sebaga

beri kut :

(2) Kohir yang nenuat ketetapan-paj ak yang ditetapkan ol eh kepal a
i nspeksi keuangan, ditetapkan ol eh kepal a i nspeksi itu; kohir
yang menuat ket et apan-paj ak yang ditetapkan ol eh panitia yang

di mksudkan pada pasal 10 ayat 2, ditetapkan ol eh

penguasa- penguasa ternmaksud pada pasal 10 ayat 3.

(2a) Kepal a i nspeksi keuangan dan penguasa- penguasa termaksud,
mengur us penungut an paj ak yang terhutang nmenurut kohir yang



di t et apkan ol eh nereka, juga pel aksanaan yang tertib dari apa
yang di tentukan pada ayat 3, 4, 5 dan 6 dari pasal ini.

(2b)d eh atau atas nama Menteri Dal am Negeri dapat di adakan

per at ur an- per aturan tentang penungut an paj ak yang terhutang
menur ut kohir-kohir yang ditetapkan ol eh penguasa-ternmaksud pada
pasal 10 ayat 3;

ke-2. Pada ayat 3 setel ah kata: "bel astingschul di gen" di sisi pkan
kat a- kata: "dan wel, in de gevahen onschreven in artikel 11 lid
2, onderdelen a en b, aan de al daar aangedui de personen”
ke- 3. Pada ayat 4 kata-kata: "het bel astinggebied" yang di pakai
tiga kali, juga kata-kata: "dat gebied", diganti dengan:

"I ndonesi a"; selanjutnya kata-kata: "bedrijf of beroep" dibaca
sebagai: "beroop of bedrijf";

ke-4. Setel ah ayat 5 disisipkan ayat baru yang berbunyi:

"(6) Dal am hal wajib-pajak atau orang yang di sebut pada ayat 3
ti dak nmenpunyai rumah atau tenpat-kedi aman yang terang surat
penet apan paj ak di si npan di kantor kepal a i nspeksi untuk

waj i b- paj ak maka hal itu di unmunkan dal am Berita Negara dan dal am
surat kabar harian yang diterbitkan dal am w | ayah kepal a i nspeks
keuangan yang ber sangkutan dan penyi npanan itu berl aku sebagai
penyer ahan sedang sebagai tanggal penyerahan di anggap hari
keenam pul uhnya sesudah tanggal nonor Berita Negara di nmana
pengunmuman ter sebut dinuatnya."

XX. Pasal 17, ayat 5 di hapuskan dan diganti dengan suatu pasal
baru yang ber bunyi :

"Pasal 17a"

(1) Sesuai dengan aturan-aturan yang di kel uarkan ol eh Menteri
Keuangan, maka para maji kan dapat di bebani kewaji ban untuk

nmel akukan pot ongan paj ak yang terhutang atas upah yang di m i ki
ol eh buruhnya dan untuk nenyetor jum ah potongan itu di Kas
Negeri .

(2) Kal au kewaj i ban yang di naksudkan pada ayat pertama di penuh
dengan seksama, maka kepada nereka yang berkewaji ban paj ak karena
meneri ma upah, tidak di kenakan ket et apan-paj ak, kecuali atas

per nohonannya sendiri atau kal au paj ak yang terhutang atas
pendapat an- bersi h yang penuh, |ebih jum ahnya dari pada jum ah
pot ongan, yang tel ah disetor atas nama nereka nengenai nasa

set ahun takw m atau masa paj ak ber sangkut an.

(3) Dal am hal suatu ket et apan-paj ak di kenakan, maka di adakan

per hi tungan dengan yang tel ah di setor atas nama waj i b- paj ak
sesuai dengan yang ditentukan pada ayat pertama; apa yang | ebih
di setor di kenbal i kan kepada buruh yang ber sangkut an.

(4)Bila ternyata, bahwa upah terhutang atau di bayarkan dengan

ti dak di penuhi nya dengan seksana kewaji ban yang di maksudkan pada
ayat pertamm, atau dengan tidak diturutnya dengan tertib aturan-
aturan yang di kel uarkan unt uk pel aksanaan pasal ini, maka kepal a
i nspeksi keuangan dapat nengenakan kepada maji kan yang | al a
karena itu suatu ketetapan-paj ak untuk nmenagi h kenudi an yang
kurang disetor itu nmenurut keterangan-keterangan yang ada
padanya.

(5) At as ket et apan-tagi han-kenudi an ber| aku sesuai ket entuan-



ket ent uan dal am ordonansi paj ak upah: pasal 15 dengan
pengecual i an ayat pertama, pasal 16 hingga serta 22, dari pasal
23, kalimat pertama yang penuh, dari pasal 24 ayat 2 dan 6, pasa
25 dan juga pasal 26.

(6) Unt uk pel akuan pasal ini, nmaka pada upah yang dimliki ol eh
buruh juga termasuk yang di bayarkan kepada bekas buruh atau
kepada para ahli-warisnya dan orang sepeni nggal nya karena suatu
kerja j abatan atau perhubungan kerja yang tel ah | anpau.

(7)Paj ak yang terhutang atas gaji, gaji istirahat, uang tunggu,
sokongan, pensiun dan lain-lain hasil yang di bebankan kepada
keuangan umum | ndonesi a, di potongkan dari pendapatan itu dan

di setor di Kas Negeri nmenurut aturan-aturan yang akan ditetapkan
ol eh Menteri Keuangan. Ayat 2 dan 3 dari pasal ini berlaku sesua
untuk itu."

XXl . Pasal 19 di ubah sebagai berikut:

ke-1. Pada ayat 1 kata-kata: "het vijfde lid van artikel 17"
di ganti dengan: "artikel 17a";

ke- 2. Akhir pasal 19 di bubuhi dengan suatu ayat baru, yang
ber bunyi :

"(4) Ppitang untuk nenbayar paj ak kedal u-warsa setelah [im
tahun, di hitung dari akhir tahun, atas mana paj ak di pungut."

XXl | . Pada pasal 21, ayat 2 kata-kata:

"de hoof den van de i nheensche rechtsgeneenschappen en beanbten
bedoeld in het laatste lid van arti kel 10" diganti dengan; "de
| eden van de in artikel 10 bedoel de comm ssien van aginsl ag. "

XXI'I'l.Pasal 22 diubah sebagai berikut:

ke-1. Pada ayat 1 kata-kata: dinulai dengan "Bankiers" dan

ber akhir dengan "nenen", diganti dengan:

"Personen die hier telande een bedrijf uitoefenen";

ke-2. Setel ah ayat 1 disisipkan suatu ayat baru yang berbunyi :
"(2) Kewaj i ban yang di nuat pada ayat pertama berl aku pul a untuk
para pengurus termasuk padanya persero-persero kerja, para wakil
dan para penyel esai dari badan-badan-hukum yang nel akukan suatu
perusahaan di | ndonesia"-,

ke-3. Ayat 2 kini dijadi kan bernonor ayat 3.

XXI'V. Pasal 30 di ubah sebagai beri kut:

ke-1. Ayat 2 di baca sebagai berikut:

"(2)Ordonansi ini dapat disebut "Ordonansi Paj ak Pendapat an
1944",

ke-2. Pasal 30 ayat 4 di hapuskan.

Pasal 111

1) At as pernohonan waj i b- paj ak yang nel akukan suatu perusahaan di

I ndonesi a, maka hasil bersih dari perusahaan itu yang

di per hati kan unt uk pengenaan paj ak pendapatan atas tahun 1950 dan
t ahun-tahun beri kut nya ditetapkan menurut ketentuan pada atau
atas kekuat an pasal 2, ayat 1, 2 dan 3 dari Undang-undang No. 1



tahun 1954 (Lenbaran Negara 1954 No. 8) tentang perubahan dan
penanbahan dari "Ordonnantie op de vennoot schapsbe-I|asting 1925"
yang menberi kan pul a aturan kel engkapan |ebi h | anjut nengenai
penmungut an paj ak ini.

(2) Apa yang ditentukan dal am ayat di atas tidak berlaku terhadap
per usahaan- perusahaan yang di sel enggar akan dal am wi | ayah

kepul auan Ri au.

Pasal |V

Ordonansi paj ak upah (Lenbaran Negara No. 611 tahun 1934),
sebagai mana ini telah di ubah senenjak jadi nya, terakhir dengan
Undang- undang No. 15 tahun 1951 (Lenbaran Negara 1951 No. 91),
di ubah seterusnya sebagai berikut:

| . Pada pasal 9A di adakan perubahan- perubahan sebagai beri kut:

ke-1. Ayat 1 di baca sebagai berikut:

"(1) Besarnya paj ak, jika upah yang terhutang atau yang di bayar kan
unt uk masa upah yang di hi tung nenjadi upah tahunan

berj unl ah:

a. kurang dari Rp. 6.000,- : 3%

b. Rp. 6.000,- hingga Rp. 12.000,- : 5%
c.Rp. 12.000,- hingga Rp. 18.000,-: 7%
d. Rp 18. 000, - hingga Rp. 30.000,- : 10%

e. Rp. 30.000,- atau | ebih 15%dari upah itu".
ke-2. Setel ah ayat pertama disisipkan ayat baru yang ber bunyi
sebagai beri kut:
"(1 bis)Terhadap upah yang di bayarkan atau terhutang
kepada buruh yang bertenpat - kedi aman dal am
wi | ayah kepul auan Ri au, maka besarnya paj ak,
j 1 ka upah yang terhutang atau yang di bayar kan
unt uk masa upah yang di hi tung nenjadi upah
t ahunan berj unm ah:

a. kurang dari Rp. 6.000,- : 3%

b.Rp. 6.000,- hingga Rp. 12.000,- : 6%

c. Rp. 12.000,- hingga Rp. 18.000,- : 8%

d. Rp. 18.000, - hingga Rp. 30.000,- : 11%

e. Rp. 30.000,- atau | ebih 15%dari upah itu";
ke- 3. Pada ayat 2 kat a- kata "het verige |id" diganti

dengan "devorige | eden".

I'l.Pada pasal 9B di adakan perubahan-perubahan sebagai beri kut:
ke-1. Ayat 1 diganti dengan dua ayat baru, yang berbunyi:

(1) Dengan nenyi npang dari pasal 9A, ayat 1, nmaka peratus

pemungut an at as.

a.tantieme, hadiah dan | ain-Iain upah, yang bi asanya
hanya sekali atau setahun sekali diberikan, juga

b.ganti-rugi karena kerja | enbur atau karena nel akukan
kerja dal am keadaan- keadaan i sti newa, nmaupun
ganti-rugi karena nel akukan kerja tanbahan, yang
bertal i an dengan kerja jabatan, ditentukan atas
cara sebagai yang di maksudkan pada ayat beri kut.



(2) Upah atau ganti-rugi, setelah ganti-rugi yang di maksudkan
pada huruf (b) saja yang dihitung hingga jum ah setahun
menur ut pasal 9A, ayat 2 dan 3, dijum ahkan pada junl ah
set ahun dari upah yang | ai nnya, yang terhutang atau
di bayar kan at as masa- upah, dal am mana upah-upah itu
di bayar kan

@unggungan kedua jum ah nenunj uk, dengan penekai an tabel
tarip pada pasal 9A, ayat 1 atau ayat 1 bis, huruf a
hi ngga serta e, kepada peratus penmungutan yang benar";

ke-2. Ayat 2 dijadikgn bErnonDr ayat 3 dan di bacasebagali

erikut:

"(3)Dari upah seperti yang di mraksud pada ayat satu
huruf a, bilamana tidak di kenakan paj ak
pendapat an, nmaka dal am hal buruh yang ber sangkut an
pada saat penetapan pendapatannya tidak bertenpat-
kedi aman | agi di | ndonesia ataupun telah
meni nggal , paj aknya di hitung menurut tarip A dan B
seperti yang di sebut dal am pasal 8 ayat 1 dari
Ordonansi paj ak pendapatan 1944 dengan
pengl aksanaan sel aras dengan ayat kedua dari pasa
tersebut.”

I11.Dal am pasal 9C, ayat ' kata-kata "voorti- guldeii" diganti
dengan "honderd rupi ah".

I V. Pasal 10 di ubah sebagai berikut:

ke- 1. Anak- bagi an huruf-huruf b, d dan e di hapuskan;

ke- 2. Pada anak-bagi an huruf j, maka "artikel 17 lid 5" dibaca
"artikel | 7a" dan "overgangsbel asting" nenjadi dua kal
"i nkonst enbel asti ng".

ke- 3. Anak- bagi an huruf k akan berbunyi:

"k.upah, terhutang atau di bayarkan ol eh karena kerja yang
di l akukan tidak di | ndonesia atau yang di bebankan
kepada suatu badan unum | uar negeri'.

V. Pada pasal 18 kata-kata "De M nister van Financien" diganti
dengan "Het Hoofd van de Di enst der bel astingen”.

VI . Set el ah pasal 53, disisipkan pasal baru yang berbunyi:

' Pasal 53a"

"Ment eri Keuangan ber hak nengel uarkan perat uran-peraturan yang
di perl ukan untuk nmenanbah dan nenj al ankan ordonansi ini."

Pasal V

Ordonansi Paj ak Kekayaan 1932 (Lenbaran Negara No. 405 tahun
1932) sebagai mana ini tel ah di ubah senenjak jadinya,

t erakhi r dengan Undang-undang No. 15 tahun 1951 (Lenbaran
Negara No. 91 ), diubah seterusnya sebagai berikut:



| . Pasal 15 di baca sebagai beri kut:
"Pasal 15"

"Kal au kekayaan bersih kurang jum ahnya dari dua ratus |im
pul uh ribu rupiah naka pajak tidak terhutang. Kal au
j um ahnya kekayaan bersih itu dua ratus lima pul uh ribu
rupi ah atau | ebi h, nmaka terhutang |ima rupiah dari
setiap jum ah dari seribu rupiah, dengan mana kekayaan
bersih itu nelebihi jum ah dua ratus enpat pul uh
senbi |l an ribu rupi ah".

I'l.Pasal 16 di hapuskan.

I11.Ayat 213 dan 4 dari pasal 17 di hapuskan.

I V. Set el ah pasal 65 di sisipkan pasal baru yang berbunyi :
"Pasal 65a"

"Ment eri Keuangan ber hak nengel uarkan per at uran- per at uran
yang di perlukan untuk menanmbah dan nenj al ankan ordonansi
ini."

Pasal VI

Undang- undang Darurat No. 6 tahun 1952 (Lenbaran Negara 1952 No.
29) di cabut.

Pasal VI

(1) Undang-undang i ni berl aku senenj ak hari di undangkan dan
berl aku surut, kecuali apa yang ditentukan pada dua
ayat - ayat berikutnya dari pasal ini, hingga 1 Januari
1952, dengan pengertian bahwa peraturan-peraturan
seperti termaktub dal am pasal 11 dan pasal V tidak
ber | aku terhadapnya jika nmengenai :

a.paj ak yang terhitung atas sesuatu masa sebelum 1
Januari 1952.

b. paj ak yang ternmaktub dal am ket et apan seperti di maksud
dal am pasal 7 dari ordonansi paj ak pendapatan 1944
yang ditetapkan sebel um berl| akunya Undang- undang
Darurat No. 14 tahun 1952.

(2) Peraturan-peraturan yang termaksud dal am pasal |V tidak
ber| aku terhadap paj ak atas upah yang terhutang atau
di bayar kan atas sesuatu nasa sebelum 1 Januari 1952
kecual i pajak atas upah nenurut arti dal am pasal 9B
ayat 3 dari Ordonnantie op de Loonbel asti ng.

(3) Unt uk penungut an paj ak pendapat an dan paj ak kekayaan
at aupun paj ak upah naka perat uran-peraturan yang
t er makt ub dal am pasal 11, pasal |1V dan pasal V nengena



paj ak yang terhutang atas masa itu tidak berlaku

t erhadap waj i b- paj ak ataupun buruh yang bertenpat -

kedi aman di wi | ayah kepul auan Ri au pada suatu masa
mul ai sesudah 31 Desenber 1952 dan sebelum 1 Januar
1954.

Agar supaya setiap orang dapat nenget ahui nya, neneri nt ahkan
pengundangan undang-undang ini dengan penenpatan dal am
Lenbaran Negara Republik I ndonesi a.

D sahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 1957
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

SUKARNO

Di undangkan
pada tanggal 8 April 1957

MENTERI KEHAKI MAN ai ,

SUNARYO
MENTERI KEUANGAN ai ,

JUANDA

MEMORI PENJELASAN
MENGENAI
RANCANGAN UNDANG- UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG- UNDANG DARURAT
NOMOR 14 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PEMUNGUTAN
PAJAK PERALI HAN, PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN ( LEMBARAN NEGARA
1952 No. 87) SEBAGAI
UNDANG- UNDANG

BAG AN UMUM

Pokok terpenting yang tersinpul dalamrancangan Undang-
undang ini, oleh penurunan tarip pajak peralihan (kenudian
ber hubung dengan usul perubahan term nol ogi, disebut pajak
pendapat an, |ihat di bawah |I) dan penungut an- penungut an yang
ber hubungan dengan itu, yakni pajak upah dan paj ak kekayaan unt uk
daer ah-daerah dari w | ayah | ndonesia di mana uang rupi ah
nmer upakan al at penbayaran yang syah dan penanbahan tarip yang
ber hubungan dengan itu untuk keperluan penungutan paj ak-paj ak
t ermaksud di dal am daerah kepul auan Ri au (yang neliputi kawedanan
Tanj ung Pi nang, Lingga, Karinmun dan Pul au Tujuh) di mana beredar
pul a uang straits-dollar sebagai al at penbayaran.

ad. 1. Penurunan tarip ini disebabkan ol eh dua rupa ha



(1) Sebagi an, di sebabkan karena tingkat harga barang di dal am
negeri terus nmenbubung sejak berl akunya perubahan tarip
yang terakhir, yakni pada 1 Januari 1951. (Undang-
undang Darurat No. 37 tahun 1950, Lenbaran Negara 1950
No. 79, disahkan dengan Undang-undang No. 15 tahun
1951, Lenbaran Negara 1951 No. 91).

(2) Sebagi an adal ah hasil dari pertinbangan-perti nmbangan yang
agak prinsipiil, nmengenai kedudukan yang harus
ditenpati sekarang ini ol eh paj ak pendapatan di tengah-
t engah susunan dari paj ak dan pemungut an- penungut an
I ndonesi a sel uruhnya.

ad. 1. Jika tarip pajak pendapatan yang berl aku untuk tahun 1951
di bandi ng dengan tarip yang berlaku untuk tahun 1949 dan 1950,
maka penurunan paj ak hanya terdapat pada gol ongan pendapatan yang
rendah saja. Penurunan ini yang paling besar terdapat pada

gol ongan- gol ongan yang terendah, sedangkan pada pendapatan di
atas Rp. 24.000, - setahun penurunan ini nenjadi berkurang dengan
| anbat | aun, kenudi an dengan cepat pada pendapatan di atas Rp.

36. 000, - setahun, hingga pada pendapatan Rp. 60.000, - setahun

di capai | agi tingkat pajak yang | ama.

Sej ak saat tadi, tingkat harga-harga umumterus nenbubung
tinggi, sedangkan tingkat upah dan pendapat an- pendapatan |ain
ti dak seukuran nai knya. Berhubung dengan itu, nmaka penyesuai an
lebih anjut dari tarip pajak juga untuk gol ongan-gol ongan
pendapat an yang | ebih tinggi, tidak dapat |ebih |am | agi
di t unda.

Dal am hubungan i ni, ada bai knya untuk nenpel aj ari
per bandi ngan tekanan paj ak atas pendapat an nenurut paj ak
penghasi | an sebel um perang dan nmenurut paj ak pendapatan nengenai
tahun 1951. Untuk lanmpiran | telah dianbil sebagai dasar, tarip
yang tinggi dari pajak Pendapatan tahun 1941, yang pada waktu
penyusunannya di pengar uhi ol eh bahaya perang yang nengancam dan
per samaan tenaga-beli (koopkracht-acquivalentie) dari Rupiah
sekarang di perkirakan 1/3 dari rupi ah sebel um perang suatu
per ki raan yang sebetul nya masi h jauh dari kebenarannya.

Dengan dem ki an maka terbukti, bahwa tekanan paj ak atas
pendapat an rendah nenurut tarip paj ak pendapatan tahun 1951,
adal ah sedi kit kurang dari pada dal amtahun 1941, sedangkan atas
pendapat an- pendapat an di atas Rp. 36.000, - ada penbebanan | ebih
berat, yang neni ngkat hi ngga 27% (pada pendapatan Rp. 150. 000, -)
dan kemudi an nenurun | agi dengan | anbat .

Ji ka kita hendak nenperhati kan pengurangan tenaga-beli yang
sebenarnya dari rupiah kini, dibanding dengan satuan uang sebel um
perang, nmaka ganbaran tadi tentunya akan | ebi h buruk.

Pada i ni harus diingat pula, bahwa tekanan paj ak sesudah
perang dari pajak "tidak | angsung"” (indirecte belastingen) -
dal am hal ini diartikan pajak yang | angsung atau tidak | angsung
(dengan j al an neni nggi kan "kostprijs") menekan penbel anj aan
pendapat an -- adal ah berlipat dari pada tekanan dari pajak
semacam i ni yang di pungut sebel um tahun 1942.

Hal tadi, diganbarkan pada Lanpiran I1.

Ber dasar kan keadaan inilah, maka di adakan perti nbangan-
perti nbangan sebagai beri kut:



ad. 2. Seperti terbukti pada |anpiran tersebut adi, maka pada
masa sesudah perang tanpak di |ndonesia suatu pergeseran nengena
t ekanan paj ak dari paj ak yang | angsung ke paj ak yang ti dak

| angsung.

Dari beberapa pi hak terdapat hasrat untuk nemandang gej al a
(verschijnsel) ini sebagai suatu perkenbangan yang tidak
di i ngi nkan dari sistem paj ak | ndonesi a. Di akui, bahwa penbangunan
Negara kita yang berdaul at ini nel etakkan syarat-syarat yang
berat kepada keuangan negara, dal am keadaan mana sukar di car
jalan | ai n guna nenenuhi nya, selain dengan nengadakan paj ak- paj ak
baru dan nenpertinggi penungut an-penungutan tidak |angsung yang
sudah ada. Akan tetapi, orang nenyesal kan akan keharusan i ni,
karena jsutru perkenbangan tadi di pandang sebagai suatu | angkah
kemunduran dari cita-cita, dalammana tiap orang dengan sungguh
dan teliti harus di kenakan paj ak nmenurut "Kuat pi kul "-nya masi ng-
masi ng, ol eh suatu sistem paj ak dal am mana paj ak yang di pungut
at as pendapat an, akan nenenpati kedudukan di tengah-tengahnya.

Ter hadap soal ini, Penerintah pertama-tam hendak kenukakan,
bahwa nmenurut tingkat il nu pengetahuan pajak pada nmasa ini, telah
di akui kekur angan- kekurangannya pengerti an kuat-pi kul yang | ama,
sebagai pangkal pendirian guna nmenbangun suatu si stem paj ak.
Selain dari pada itu, ia hendak kenukakan dengan istinmewa bahwa
suatu si stem paj ak tidak nmungki n dapat di bayangkan terl epas dari
masyar akat, di mana sistemtadi akan di pergunakan

Sebagai di ket ahui, keadaan masyarakat di | ndonesia ini,
menunj ukkan suatu corak sosi al -ekonom yang tertentu, suatu corak
dari yang di sebut "underdevel opped areas."” Mengenai hal ini,
dapat di sebut sebagai faktor-faktor yang nmenyol ok mata yakn
banyaknya penduduk yang sebagi an besar hanya nencapai tingkat
pendapat an yang rendah; sebaliknya pada sebagi an gol ongan keci
t erdapat nodal yang "zwevend" yang tidak di pakai untuk penanaman

nodal dal am j angka panj ang dan ber hubung dengan itu tidak
terlihat.

Selain dari pada itu, nengenai soal pendapatan sendiri,
terli hat banyak perbedaan yang di sebabkan ol eh caranya bagai mana
pendapat an tadi di perol eh dan dal am bent uk apa di dapatnya (berupa
uang, barang-barang atau benda i mmaterial, yakni jasa-jasa);
kesenuanya ini ditinjau dari sudut keadaan aparat fi skal
peneri nt ahan yang masi h dal am keadaan penbangunan, yang serba
kekurangan al at -al at guna nengadakan pendaftaran dan peneri ksaan
yang tepat terhadap para waji b-paj ak, pendapat an- pendapat an dan
kekayaan- kekayaan.

Dal am keadaan masyar akat yang dem ki an tadi, naka suatu
paj ak | angsung yang nengenai pendapatan (dan kekayaan) hanya
dapat nmenenpati kedudukan yang bersahaj a, sedangkan titik-berat
harus dil et akkan kepada paj ak- paj ak yang nmengenakan pendapat an,
pada saat pendapatan itu di bel anj akan.

Sesuai dengan ini, maka dal am susunan paj ak | ndonesi a,
penmungt an- penmungut an seperti bea-masuk, cukai, pajak penjual an,
apa yang di sebut | nducenent-certificaten dan sebagai nya nenganbi
t enpat yang penting.

Perlu diterangkan di sini, bahwa penungutan-penungutan ini
pada dasarnya tidak ditujukan terhadap keperluan hi dup yang



pertama, sedangkan barang-barang nmewah di kenakan paj ak nenur ut

tarip-tarip tingkat yang terperinci (gedifferentieerd).

Dengan dem ki an tercapail ah suatu peni ngkat an
(progressiviteit) dal amtekanan paj ak, yang sesuai dengan pikiran
kuat - pi kul . Keunt ungan- keunt ungan yang di dapat nya dari paj ak
tersebut tadi ialah :

a. bahwa paj ak itu kurang nenberi kan kenungki nan unt uk
penyel undupan dari pada paj ak yang nel ul u di kenakan at as
sel uruh jum ah pendapat an;

b. bahwa, para waji b-pajak | ebi h nudah nenghasi | kan penungut an-
penmungut an ini, karena paj aknya sudah tersinpul dal am harga
penbel i an bar ang- barang yang bersangkut an; dengan dem ki an
para waj i b- paj ak di bebaskan dari nenaruh dan nenyi npan uang
yang di perl ukan guna nel unasi suatu paj ak penghasil an yang
| angsung;

c. bahwa dengan dem ki an nodal - nodal yang "nel ayang” (zwevend)
menberi kan sunbangan juga kepada keuangan negara, selama itu
t anpak di gunakan untuk penghi dupan yang newah dan
penbel anj aan yang tinggi ol eh para pemliknya;

d. bahwa pajak itu tidak nel etakkan syarat-syarat yang terl anpau
berat pada aparat fiskal-admnistratif dal am kapasitasnya
pada masa ini;

e. bahwa paj ak itu nenberi kan kemungki nan unt uk nmendapat kan
penghasi | an- penghasi | an yang besar yang di perl ukan pada
keadaan sekarang i ni bagi keuangan negara, yang tidak
di perol ehnya dengan nel al ui jal an nengadakan suatu paj ak
penghasi | an | angsung.

Dengan urai an di atas tadi, cukuplah sekiranya di buktikan,
bahwa aksen dari sistem pajak | ndonesia terletak pada pajak tidak
| angsung; dan sel anj ut nya, bahwa beban yang berat yang dil et akkan
ol eh tingkat harga pada masa ini -- dalamini termasuk sumnmbangan
yang besar dari penungut an- penungutan tidak | angsung -- atas
pendapat an para waj i b- paj ak nenyebabkan perl unya di adakan
peri ngatan tekanan dari paj ak penghasil an.

Al asan- al asan yang ber hubungan dengan penungutan paj ak
seperti disebut di atas untuk nengusul kan penanbahan tarip
t er hadap orang yang bertenpat-kedi aman di daerah kepul aun Ri au
adal ah sebagai beri kut:

a. Seperti dapat di maklum juga nmaka kepul auan Ri au dari dahulu
kal a (sejak 1829) tidak termasuk w | ayah pabean | ndonesi a.
Kedudukan khusus sebagai "daerah bebas" yang dengan dem ki an
di beri kan kepada bagi an dari w | ayah negara ini
mengaki bat kan bahwa di daerah itu tidak di pungutnya bea-
masuk dan kel uar pun juga cukai; pajak yang tak |angsung
seperti pajak penjual an yang di pungut di bagian lain dari
wi | ayah | ndonesia tidak dikenal di daerah Ri au. Untuk
| engkapnya di m ntakan perhati an bahwa sejak tanggal 1
Pebruari 1949 dal am hal nengekspor pun dari daerah Ri au
di pungut bea- kel uar atas karet; dem ki anpun hal nya dengan
bea- kel uar -t anbahan- senentara atas karet dan timah sejak
tanggal 4 Pebruari 1952. Hubungan dagang yang erat yang
sel al u ada dengan Si ngapore karena | etaknya kepul auan itu
mengaki bat kan bahwa sudah | ama sebel um perang duni a kedua,



peredaran straits-dollar selainnya uang rupiah (gul den) di
sana di per kenankan.

b. Kenyat aan bahwa kepul auan Ri au tel ah di anggap sebagai "daerah
bebas" pada waktu sebel um perang ti dak dapat neni nbul kan
keadaan- keadaan yang tidak diingini seperti yang dijunpai
pada waktu sesudah perang terakhir ini. Tingkatan harga
ti dak nmenberi kan kel onggaran yang cukup unt uk nengunt ungkan
penyel undupan dengan perahu nel al ui daerah ini yang sukar
dal am hal pengawasannya. Bersanmaan dengan ti nbul nya bahaya
perang di negeri ini dalamtahun 1940 nmaka ber| akul ah
peraturan divisen dan senenjak itu (dan |ebih-Iebih sesudah
perang sebagai aki bat dari peraturan-peraturan yang
senanti asa nenjadi serat dan nengekang perdagangan
i nt ernasi onal yang dahul u adal ah bekas) daerah kepul auan
Ri au nenj adi pusat dari perdagangan gel ap yang ber kenbang
bai k dengan Ml aka. Ti ngkat harga pasaran dunia yang sangat
menbubung dan uang Si ngapore yang begitu nenari k nenj adi
sebab- sebab utama dari penyal uran barang dan hasil dari
negeri ini ke Ml aka nel al ui kepul auan Ri au. Uang dol | ar
bebas yang di perol eh secara dem ki an di pergunakan | agi untuk
menbel anj ai pemasukan barang secara gelap di negeri ini
unt uk mana terutama dal amtahun-tahun pertama sesudah perang
bol eh di kat akan dapat di m ntakan tiap harga yang
di kehendaki. Maka dari pada itu straits dollar dari sesudah
perang yang begitu kuat telah nendesak kedudukan uang

gul den/ rupi ah yang nerosot harganya di daerah ini; inbangan
antara kedua uang itu di sana ditentukan ol eh penilai an
gel ap.

c. Sebagai aki bat dari keadaan-keadaan yang di sebut di atas maka
kepul auan Ri au, jika di bandi ngkan dengan daer ah-daer ah
| ai nnya dari | ndonesia tel ah nmenjadi daerah yang sangat
makrmur . Ti ngkat an ongkos hi dup penduduk dengan dem ki an
rata-rata nenjadi |ebih tinggi daripada di bagian |ai nnya
dari w | ayah negeri ini.

d. Dari uraian di atas dapat disinpul kan bahwa al asan-al asan yang
menyebabkan penurunan paj ak yang di usul kan tidak dapat
di | akukan terhadap penungut an paj ak pada mereka yang
bert enpat - kedi aman di daerah istimewa ini; oleh karena itu
unt uk nereka tidak dapat di kenmukakan al asan-al asan yang
tepat untuk nenurunkan paj ak kurang dari pada senul a ol eh
sebab al asan-al asan dari tekanan paj ak atas benda yang berat
di ti adakan dan tingkatan harga yang berl aku untuknya tidak
meni ngkat sedem ki an, sehi ngga dal am hal ini harus di adakan
kel onggar an pada penungut an Paj ak pendapat an, upah dan
kekayaan.

e. Maka ber hubung dengan ini dinuat peraturan pada pasal 6 ayat 4
Undang- undang Darurat tahun 1952 No. 14 (Lenbaran Negara
1952 No. 87; Tanmbahan Lenbaran Negara No. 346) yang nenj adi
dasar rancangan ini, nmenurut mana Undang-undang Darurat itu
tidak berl aku bagi waji b-pajak yang bertenpat - kedi aman di
dal am daer ah kepul auan R au, dan terhadap upah yang
terhut ang atau di bayarkan kepada buruh yang bertenpat -
kedi aman di daerah tersebut. Peraturan ini nengaki batkan
antara | ain bahwa terhadap nereka tetap berlaku tarip paj ak



pendapat an dan upah tahun 1951 sel ama berl| akunya Undang-
undang Darurat berhubung dengan paj ak yang terhutang
mengenai masa sesudah 31 Desenber 1951; dem ki an pun dengan
penmungut an paj ak kekayaan yang nengenai tarip dan batas
per mul aan yang di nai kkan sanpai Rp. 250. 000, -

f . Menper gunakan dengan begitu saja tarip tahun 1951 di daerah
kepul auan Ri au akan nenyebabkan bahwa sebagai aki bat dar
per hi tungan di nuka dari pendapatan upah doll ar ke dal am
uang rupi ah peni ngkatan tarip akan nenekan terlalu berat
kepada gol ongan- gol ongan pendapatan yang | ebi h rendah. Untuk
mengat ur soal ini Kepal a Jawatan Paj ak di Jakarta tel ah
nmengel uar kan petunj uk untuk para pejabat yang bersangkut an,
menur ut mana dal am hal perhitungan paj ak atas pendapat an,
upah dan kekayaan yang di nyat akan dal am straits dol |l ar harus
di pergunakan tarip yang berl aku seol ah-ol ah hal in
di nyat akan dalam straits dollar dari pada dal am uang rupi ah
meka per hitungan ke | ain uang harus ditiadakan. Suatu contoh
dapat nenj el askan apa yang di urai kan di atas:atas pendapat an
sebesar Rp. 50.000, - bilamana waji b-pajak kawi n dan ti dak
menpunyai tanggungan keluarga -- nmenurut tarip B 1951
di kenakan paj ak pendapatan sebesar Rp. 17.540,-; atas
pendapat an yang nomi nal sanma dal am straits-dollars nmenurut
peraturan tersebut di kenakan pajak sebesar S 17.540, -

g. D pandang dari sudut ketentuan hukum adal ah tidak bai k untuk
mel angsungkan peraturan khusus yang berdasar kan pet unj uk
j awat an seperti termaktub pada f. Hal ini sekarang diatur
dal am rancangan i ni dengan nenuat tarip rupi ah yang khusus
yang nelulu berlaku di daerah Ri au dal am pasal 8 dari
ordonansi paj ak pendapatan 1944, di mana dal am ha
penyusunannya di perhati kan pul a perhitungan di nuka dar
pendapat an dol | ar ke dal am uang rupi ah yang di haruskan ol eh
Undang- undang. Tarip paj ak upah tel ah di sesuai kan dengan
tarip rupiah yang baru dari pajak pendapatan pada pasal 9A
dari ordonansi paj ak upah. Berhubung dengan kepenti ngan
keuangan yang kecil tidak di pandang perl u terhadap
penmungut an paj ak kekayaan nengadakan tarip tersendiri untuk
Ri au.

I'l.Tarip yang "biasa" yang di usul kan untuk paj ak pendapatan --
yang dengan dem ki an tidak berlaku di kepul auan Ri au --
menpunyai sifat-sifat tersendiri sebagai berikut

a. Tarip B mul ai dengan pendapatan Rp. 5.000,- setahun. Junl ah
paj aknya pada pendapatan ini adal ah 3% (Rp. 150,-). Terhadap
bagi an- bagi an pendapat an beri kut nya, di pungut persentase
yang nai k dengan | anbat-1laun. Inilah apa yang di sebut
"persentase-margi nal" yang di mul ai dengan 5% dan sel anj ut nya
di nai kkan hi ngga pada pendapatan Rp. 30.000, - besarnya paj ak
adal ah 10% dari sel uruh pendapatan. Terhadap pendapat an-
pendapat an yang agak cepat sedem ki an rupa hi ngga pada
pendapat an- pendapat an yang besarnya berturut-turut
Rp. 60. 000, - dan Rp. 120.000,-, jum ah paj aknya berturut-
turut 25% dan 40% dari pendapatan. Di atas pendapatan yang
t ersebut bel akangan tadi, persentase-margi nal nai k dengan



| anbat | aun hingga 75% yakni untuk pendapat an- pendapat an
yang besarnya Rp. 300.000,- dan |ebih. Pada tingkat ini,
jum ah pajak adalah £ 57 1/2 % dari sel uruh pendapat an,
unt uk sel anj utnya nai k dengan perl ahan-1ahan hi ngga
mendekati batas: 75%
Bahwa pada mul anya peni ngkatan terjadi dengan kecepatan yang
di persi ngkat pada pendapatan Rp. 30.000,- ke atas, adal ah
ber dasar kan perti nbangan, bahwa pada umummya justru di atas
bat as inil ah pendapatan nenpunyai ruang untuk nenbi ayai
pengel uaran yang bersifat agak newah maupun unt uk tabungan.
Dari pendapatan inilah dapat di m nta sunbangan yang agak
besar bagi keuangan Negar a.
Selain dari pada itu Penerintah hendak nmengenmukakan, bahwa juga
unt uk pendapatan yang |l ebih tinggi, tarip baru ini
mengandung suatu tujuan yang berarti, yang di beri kan dengan
maeksud dan harapan agar dengan dem ki an perhati an kepada
penabung (donestic saving) dapat |ebih di curahkan.
Penerintah justru nemandang soal penbentukan dan penanaman
nodal (dari penduduk) asli ini, sebagai suatu usaha pokok
guna nenpertinggi kemaknuran | ndonesi a dan berharap agar
penurunan paj ak tadi dapat pul a nenberi kan sunbangannya
untuk itu. Dalam hubungan ini Kkiranya dapat ditunjuk kepada
Keput usan Penghapusan Paj ak perseroan 1953 nenurut nana
di adakan kenmungki nan unt uk penghapusan yang bebas dari paj ak
atas penanaman nodal baru dan penanaman nodal yang akan
di sel enggar akan. Sel anjutnya tel ah di aj ukan rancangan
Undang- undang baru untuk nenetapkan tarip paj ak perseroan
unt uk 1953 dan tahun-tahun beri kutnya di mana di usul kan
tari p khusus yang agak | unak untuk perseroan-perseroan
terbatas yang didiri kan sesudah penyerahan kedaul atan sel ama
beber apa tahun sesudah pendiri annya.
b. Sebagai dasar, dianbil rencana tarip bagi orang yang kaw n
yang tidak nmenpunyai tanggungan anak dan kel uarga
| ai nnya, untuk orang yang tidak kaw n. Pajaknya di atur
sedem ki an rupa hi ngga pendapat an bersi hnya ditinggi kan
dul u dengan 5% sebel um di pergunakannya tarip baru ini
Sebagai di ketahui tarip yang kini berlaku bagi orang yang tidak
kaw n, disusun sedem ki an rupa, hingga persentase-
mar gi nal selalu 4% 1 ebih tinggi dari pada persentase
yang berl aku bagi orang yang kawi n. Dengan nengadakan
per bandi ngan dem ki an, nmaka orang yang tidak kaw n yang
pendapat annya rendah, di bebani |ebih berat daripada
nmer eka yang pendapat annya | ebi h tinggi.

Unt uk pendapat an- pendapat an yang paling tinggi, nmaka kenai kan
per sent ase- mar gi nal dengan 4% tadi berarti, bahwa paj ak
bagi orang yang tidak kawi n, sama besarnya dengan paj ak
bagi orang yang kawi n, yang pendapat annya = 5%/ ebi h
tinggi.

D pandang dari sudut keseder hanaan dan pul a untuk nmendapat kan

per bandi ngan yang sama guna senua waj i b- paj ak, maka
sebai k- bai knya dalam tarip baru, persentase 5 in
di perl uas hi ngga senua gol ongan pendapat an.

Bahwa dengan begini, tarip yang diusul kan | ebi h nmengunt ungkan

sedi kit orang yang tidak kaw n, dari pada tarip



sekarang ini, tidak dapat di katakan tidak patut; sifat
pengel uaran orang yang ti dak kaw n pada unummya | ebi h
banyak nenberi kan sunbangan kepada hasil pajak yang
tidak | angsung nengenai pendapatan dari pada orang yang
kaw n. Sel anj ut nya perbedaan penghasil an antara sistem
yang ki ni dan sistem yang diusul kan, tidak sei nbang
dengan keseder hanaan tekni s, nengingat jum ah waji b-
paj ak yang sangat sedi kit nengenai ini.
Mengenai pot ongan kel uarga, maka dal am rancangan Undang- undang
ini, tabel yang sulit dari pasal 8 ayat 4 dar
ordonansi, yang kini berlaku, diganti dengan peraturan,
ber dasar kan pedoman yang | ebi h mengut amakan arti tujuan
sosi al dari potongan kel uarga. Berhubung dengan itu,
meka para waji b-paj ak, nmengenai bebannya yang
di sebabkan ol eh karena nenpunyai tangungan anak dan
kel uarga | ai nnya, akan di perl akukan sama, dengan tidak
nmemandang dal am gol ongan pendapat an mana ner eka
di masukkan
Pedoman ini nenuju ke sistem dalam mana pendapat an di kurangkan
dengan junm ah yang tetap bagi tiap orang anak, sebel um
tarip di pergunakan.
Bahwa dengan begitu sistemtadi teknis |ebih sederhana, dapat
di anggap sebagai penanbahan keuntungan, yang ti dak
dapat di abai kan dengan begitu saj a.
Mengenai peraturan besarnya potongan, peraturan baru ini tidak
j auh berbeda dengan yang berl aku kini.
Besarnya jum ah-jum ah yang di anbil untuk potongan kel uarga
adal ah sedem ki an rupa, hingga dapat nenenuhi dua
syarat :
1.jum ah-jum ah itu dapat di bagi dengan dua bel as, yang
maksudnya agar pot ongan- potongan bul anan, dengan
mudah dapat dij al ankan.

2.jum ah-jum ah itu nmenunj ukkan untuk tiap orang anak
suatu degressi yang tertentu.

Kel anj ut an dari nerosotnya harga uang | ndonesi a dan nai knya
ti ngkat harga-harga barang pada tahun-tahun yang
| anpau, nenyebabkan, bahwa banyak waji b-paj ak yang
masuk pada gol ongan, dal am mana penet apan paj ak
di dasarkan at as tanda-tanda kemaknmuran yang nenyat akan
peri hal kehi dupan (pasal 7 dari ordonansi) dan tarip A
yang berl aku untuk itu, telah nel anpaui batas
pendapat an Rp. 2.400,- yang sudah ditetapkan itu,
hi ngga dengan begitu nmereka berada di |uar cara
per at uran penetapan paj ak yang tersendiri bagi nereka.
Rancangan Undang-undang yang ber sangkutan ini menperbai ki keadaan
| ama dengan nenai kkan bat as pendapatan tersebut tadi
hi ngga Rp. 5.000,-, sedangkan tarip A telah disesuai kan
dengan itu, dengan jal an nel uaskan jun ah kel as-kel as
paj ak hingga 17 yang di sertai kenai kan dengan | anbat -
[ aun dari jum ah-jum ah yang terhutang, hingga
di dapat nya persesuai an dengan tarip B yang baru.
Agar dapat di nyatakan dengan jel as, bahwa secara biasa tarip A
ber| aku terhadap para waji b-paj ak, dal am mana bukan



Unt uk nenj

Ber hubung

pendapat annya, akan tetapi kapasitas nenbayarnya yang
di j al ankan kader (mmatstaf) dari penungutan, maka dal am
tabel baru yang bersangkutan tidak disebut periha

gol ongan- gol ongan pendapat an.

el askan tarip A terhadap nereka, yang pendapat annya
dapat di ket ahui dengan pasti dan tidak termasuk dal am
pel akuan pasal 7, nmaka pasal 8 ayat 2 dan 5 baru yang
di usul kan menberi petunjuk seperlunya; nengenai hal

ini, lihat pasal Il, sub VIII dari rancangan Undang-
undang yang ber sangkut an.

dengan diturunkan tarip dari paj ak pendapatan, naka

dal am rancangan Undang- undang terdapat penyesuai an
penurunan tarip dari paj ak upah yang berhubungan dengan
itu. Dalam skal a dari pasal 9A ayat 1 dari ordonansi
yang ber sangkut an, persentase-pajak untuk upah yang
jum ahnya kurang dari Rp. 6.000,- setahun, adal ah 3%

hi ngga ki ni besarnya persentase ini untuk kel as-kel as-
upah di atas Rp. 1.500,- dan Rp. 2.400,- setahun,
berturut-turut 4% dan 5% Upah yang juml ahnya set ahun
berada di antara Rp. 6.000,- dan Rp. 12.000, - di kenakan
paj ak sebanyak 5% di atas jum ah itu; persentase yang
ki ni berl aku, yakni 7,10 dan 15 tetap di pergunakan
dengan nengadakan pergeseran dari kel as-kel as-upah yang
ber hubungan dengan itu.

Dal am hubungan i ni bol ehl ah diterangkan, bahwa hanya dal am

beberapa hal saja, pajak-upah dijal ankan terhadap upah
di atas Rp. 5.000, -setahun; dengan begitu paj ak upah

i tu di gunakan sebagai penungutan di nuka (voorheffing)
dari paj ak pendapatan 1) dan perhitungan kel ak dengan
ket et apan- paj ak pendapat an. Akan tetapi biasanya dal am
hal ini tidak di kenakan paj ak upah (lihat pasal 10,
anak- bagi an huruf y), oleh karena para majikan menur ut
pasal 17 ayat 5 (pasal 17a baru) dari ordonansi pajak
pendapat an, telah ditunjuk untuk menotong paj ak yang
tersebut di bel akang ini.

I V. Mengenai tarip yang berl aku dal am kepul auan Ri au dapat
di tunj uk kepada hal - hal yang khusus seperti tersebut d
bawah i ni:
a. Tari p paj ak pendapatan Ri au.

Pertama harus di kenukakan, bahwa j al annya peraturan senentara

dari jawatan nengenai penungutan pajak di Ri au untuk
tahun 1952 dan 1953 seperti tercantum di bawah |1 huruf
f termaksud adal ah nenuaskan akan tetapi pel aksanaan
secara konsekwen dari cara penungutan nenurut ukuran
yang di nyat akan dal am nilai uang rupi ah untuk paj ak-
paj ak atas pendapatan (upah) dan kekayaan nenghendaki
bahwa peraturan Undang-undang dari perihal tersebut

j uga di dasarkan atas al at penbayaran nasi onal dan tidak
atas stratis-dollar.

Dengan nenper hati kan perhitungan di nuka yang di haruskan yang

mengenai pendapat an yang di nyat akan dalam straits
dol I ar maka untuk merencanakan tarip khusus untuk Ri au
dapat di pergunakan susunan dari tarip B 1952 yang



bi asa; dengan dem ki an dapat di pasti kan juga adanya
hubungan yang sal i ng nenpengaruhi antara dua tarip itu.
Per hi tungan atas dasar 1: 3,75 dengan nenper gunakan
tarip tersebut tadi dengan sendirinya nenbawa kenai kan
peni ngkat an dan dengan dem ki an juga t ekanan paj ak.
Tarip B 1952 yang bi asa ol eh karena itu, dapat pula
dengan begitu saja di pergunakan terhadap waji b pajak d
Ri au, akan tetapi dengan dem ki an dal am gol ongan
pendapat an yang | ebi h rendah akan terdapat pengenaan
yang | ebi h rendah dari pada sekarang sebagai aki bat dari
ber| akunya tarip B 1951 yang di nyat akan dal am straits
dol | ar. AKki bat yang tidak di harapkan ini telah

di hi ndar kan dengan nengadakan kenai kan peni ngkat an yang
| ebi h cepat untuk gol ongan pendapatan yang rendah dari
pada yang berlaku nenurut tarip B 1952 yang bi asa.
Mul ai dari Rp. 32.000,- kedua tarip tersebut berjalan
sej aj ar.

Pada Lanmpiran I1l dari Penjelasan ini dinuat suatu daftar di mana
dapat dilihat perbedaan tekanan pajak nenurut tarip B
1951 dan B 1954 Ri au unt uk berbagai - bagai gol ongan
pendapat an. Harus di perhati kan pul a bahwa dal am cara
menper hi t ungkan jum ah yang di kenakan paj ak terhadap
yang tak kaw n dan waji b-paj ak yang nenpunyai
t anggungan kel uarga ti dak di adakan perubahan. Terhadap
gol ongan terakhir ini harus diperhatikan pul a bahwa
pot ongan kel uarga baru dapat dil akukan set el ah
pendapat an bersi h di perhitungkan di nuka ke dal am uang
rupi ah.

Tarip A 1954 Ri au pada azasnya tetap sama dengan tarip A yang
bi asa. Juni ah-jum ah yang di ubah ber hubungan dengan
penbagi an dengan 3, 75.

b. Tarip paj ak upah.

A eh karena tarip 1952 dari pasal 9A dari ordonansi pajak upah
yang mengenai persentase dari tarip bertingkat yang
tersi npul di dal amya nmenpunyai hubungan dengan gari s-
peni ngkat dari tarip B 1952 yang bi asa dari ordonansi
paj ak pendapatan 1944, neka, dari sebab peni ngkatan
tarip B 1954 Ri au sekarang di percepat, penyesuai an dari
tarip paj ak upah tidak dapat di abai kan. Persentase
tarip dari pasal 9A yakni berturut-turut 3, 5, 7, 10
dan 15 ditetapkan untuk Ri au berturut-turut sebesar 3,
6, 8, 11 dan 15.

V. Suat u aki bat dari kenai kan tingkat harga unum pada keadaan
t enaga- beli yang tetap atau berkurang, ialah, bahwa
ber bagai - bagai m ni mal yang terdapat pada ordonansi pajak
pendapat an dan paj ak-upah harus di nai kkan. D persil ahkan
nmel i hat perubahan- perubahan yang di usul kan pada pasal 5,
ayat 1 dari peraturan pajak yang tersebut pertana dan pasal
9c ayat 2 dari yang tersebut bel akangan (pasal 11, sub V,
ke-1 dan ke-2, dan pasal 1V, sub Il dari rancangan Undang-
undang ini).



VI . Akhi rnya dal am rangkai an penj el asan unum yang tel ah di beri kan
di atas terus di adakan perubahan juga pada tarip dari pajak
kekayaan. Penungutan ini, yang nmaksudnya hendak nengenakan
kuat - pi kul yang | ebi h diterbitkan karena mem |i ki kekayaan
hanya dapat di bayar dari pendapatan. Ditinjau dari sudut
al asan-al asan yang di urai kan di nuka tadi, yang nenuju
kepada pengurangan tekanan dari paj ak pendapatan, terutama
pengar uhnya paj ak tak | angsung, kenai kan tingkat harga pada
keadaan berkurangnya tenaga-beli dan nmemaj ukan "donestic
savi ng" - maka jel asl ah kiranya, bahwa penmungutan paj ak
kekayaan hanya dapat di adakan at as kekayaan-kekayaan yang
besar, dari nmana dapat di harapkan pendapat an yang neni ngkat
itu, dapat dianggap adil.

Dal am rancangan Undang- undang di usul kan pul a, agar pemnungut an
mul ai di adakan pada kekayaan bersih sebesar Rp. 250.000, -;
sekarang i ni besarnya batas pernul aan adal ah Rp. 25. 000, -.
Persentase tarip telah ditetapkan 1/2, yang sesuai dengan
persent ase yang ada, dengan kenai kan 100 opsenten sej ak
1947.

Pot ongan sebelumtarip di gunakan, nengenai Rp. 249.000, - yang
pertama dari kekayaan, mnenberikan peni ngkatan yang diingin
dal am tari p. Berhubung dengan kecil nya kepenti ngan keuangan
maka tidakl ah di usul kan tarip khusus yang bertahan dengan
penmungut an paj ak kekayaan dari waji b-paj ak yang bertenpat -
kedi aman di kepul auan Ri au. Penbesaran tekanan pajak di sini
di capai ol eh karena batas pengenaan paj ak dengan sendirinya
di turunakn nenjadi Rp. 250.000, - dibagi dengan 3,75 yang
sama dengan sebesar 66.666 straits-dollar.

BAGI AN KHUSUS

Pasal I1.

Sub. 1. Sebutan pajak tersebut dengan nama "paj ak perali han”
ti dak sesuai |agi dengan sifatnya penungutan itu yang nenj adi
tetap. A eh karena itu diusul kan perubahan nama paj ak dan
ordonansi itu.

Sel anj utnya tel ah nenjadi kebi asaan untuk nenper gunakan
i stilah bahasa | ndonesi a dal am hal nenyebut paj ak dan
ordonansi nya itu, walaupun teks dal am bahasa Bel anda di bagi an-
bagi an yang tidak di ubah masi h nmenjadi teks yang resm . Untuk
menberi kedudukan hukum kepada di dal am prakt ek maka dal am
rancangan Undang-undang pasal 1 dan pasal 30 ayat 2 (vide
sub. XXI'V, ke-1) disusun di dal am bahasa | ndonesi a sehi ngga unt uk
sel anj utnya hendaknya di sebut "paj ak pendapatan” dan " O donansi
paj ak pendapatan 1944."

Pasal I1.
sub. I1:
ke- 1. Perubahan ini dijelaskan pada | X
ke-2. Kata-kata "in het |aatste geval" yang terdapat dal am pasal
2, ayat 2a ke-1 dan ke-2 telah tidak berarti |agi sejak
perubahan teks-teks tersebut dengan Undang-undang
Lenbaran Negara 1951 No. 91



ke- 3. Dengan di si apkannya ayat 3 yang baru, berarti di masukkannya
dengan tegas dal am ordonansi, tafsiran dari istilah
"beroep of bedrijf", yang tel ah di pakai sejak
permul aan; yaitu sesuai dengan aturan kewaji ban paj ak
dari nereka yang tinggal di |uar negeri, menurut
ordonansi paj ak pendapatan 1932 (vide pasal 2 sub c).
ke- 4. Perubahan ini dijelaskan pada sub. I11I.

sub. I11.

Pasal 2 ayat 4 (lama) dal am hal pel aksanaan pasal 2 ayat 4
di beri kan sesuatu kel onggaran kepada pengerti an "keuangan umum
I ndonesi @a" antara | ain kepada keuangan daerah swatantra. Senenjak
di muat Undang-undang itu dal am Lenbaran Negara 1951 No. 91 dan
Undang- undang Darurat dal am Lenbaran Negara 1951 No. 87 nmka
pengertian itu penting juga untuk ayat Il dari pasal 17 (ayat ke-
7 dari pasal 17a yang sekarang di rencanakan, pada sub XX) maupun
untuk ayat ke-1 dari pasal 8a. Selanjutnya istilah tersebut
di ruat pada bagi an huruf n dari pasal 3 (vide sub IV, ke-4) yang
di usul kan. Barang sesuat u nenyebabkan di nuat nya peraturan dari
ayat ke-4 bagi pasal 2 dal am pasal 2a yang tersendiri yang
ber | aku unmum

Sub. V. :

ke- 1. Pengecual i an yang termaktub, dal am anak-bagi an huruf a dan b
dari pasal 3, dapat dihilangkan, karena Paj ak-Bum
Paj ak pemakai an tanah (gebrui ksgrondbel asting) dan
Paj ak panen padi (tiede van het rijatgewas) tel ah
di hapuskan, dan juga telah nenjadi nmaksud Peneri ntah
unt uk nmengakhiri penmungutan paj ak serupa, yang berl aku
pul a di tanah-tanah partikelir.

Kepada Jawat an Paj ak akan di perintahkan untuk tidak nmenperhati kan
penghasi | an yang di kenakan paj ak berupa itu, kalau
penmungut an itu bel um berakhir.

ke- 2. Kenai kan bat as pendapat an hi ngga Rp. 5.000,- di bawah batas
mana pendapat an upah, nelul u di kenakan paj ak upah,
adal ah nenpunyai hubungan dengan perubahan tarip A pada
pasal 8, hingga junm ah pendapatan sebanyak itu.

ke- 3. Redaksi dari anak-bagi an n diperluas, supaya dapat
di masukkan pada itu segal a pendapatan di perol eh dar
j abat an Negeri, yang ol eh Penerintah di kecualikan atau
yang akan di kecual i kan dari paj ak. Pengecual i an paj ak
i ni telah diberikan untuk :
a.yang di sebut "kortverbandtoel age dan bonus" beserta

"bijal ag" - nya;
b."bijalag" atas pengirimn uang ke |uar negeri;
c.bijalag "spaar rem se"
d. t anbahan kepada para ahli nmenurut keputusan
Penmeri nt ah dal am Lenbaran Negara 1951 No. 20.

Sub. V.
ke- 4. Ber hubung dengan kenyat aan, bahwa kewaji ban-paj ak yang
obyektif dari mereka yang tidak bertenpat-kedi aman di
I ndonesi a, sel al u hanya nerupakan sebagi an dari pada
pendapat an sel uruhnya, yaitu hanya penghasilan yang



tertentu, yang di peroleh di Indonesia, yang diterangkan
| anj ut pada pasal 2, ayat 2, mmka atas al asan-al asan

t heoretis maupun praktis adal ah tidak perlu untuk
menberi potongan untuk beban kepri badi an (persoonlijke
| asten) yang tidak ada hubungannya dengan penghasil an
di I ndonesi a.

Aturan pasal 5 ayat 2 sekarang berbeda dari pada aturan dari
ordonansi paj ak pendapatan 1932 (pasal 23), dan juga
berbeda dari pada yang | azi mterdapat dal am Undang-
undang paj ak lain-lain negeri. Teks yang baru berarti
kenbal i kepada keadaan dul u.

Sub. VIII
Karena dal am Bagi an Urum dari Penjel asan ini tel ah
di terangkan arti serta tujuan unmumdari aturan tarip baru, maka
cukupl ah kiranya untuk nmenberi catatan-catatan di bawah ini

1. Menyanbung pendapat yang tel ah di anut nmengenai kewaji ban paj ak
terbatas dari orang yang tinggal di luar Negeri, seperti
tertera pada pasal 2 ayat 2, maka wajib pajak ini, tidak
di kenakan kenai kan tarip atau penurunannya, karena tidak
kawi n atau karena nenpunyai tanggunan kel uarga dan hal i ni
di tegaskan pada pernul aan pasal 8 ayat 3 yang baru.

2. Ayat 7 dari pasal 8 sekarang, yang tel ah disisipkan dengan
Undang- undang No. 34 tahun 1953 (Lenbaran Negara tahun 1953
No. 84), yang nenetapkan m ni nrum paj ak yang terhutang ol eh
orang yang berada di |uar negeri, sebesar 3% dari
penghasi | an yang di dapat di Indonsia, dalamteks yang baru,
di hi | angkan, karena penmakaian tarip A, yang bertalian dengan
ket entuan pada ayat 2 (baru), nenberikan hasil yang sana.
sub I X. Perubahan pasal 8c ayat 4, yang bertalian dengan

di hapuskannya pasal 8b ayat 4 dan disisi pkannya pasal 2 ayat |a

(vide sub Il ke-1), hanya bermaksud untuk nenberi kan suatu aturan

tekni s yang | ebi h bai k, nmengenai penghitungan paj ak nereka, yang

ber kewaj i ban paj ak untuk hanya sebagi an dari tahun takw m sebaga
orang yang tinggal di atau di luar |ndonesia.
sub XI. Pasal 8e kini adal ah tinggal an dari zaman sebel um

I ndonesi a ner deka.

Aturan pencegah paj ak ganda (dubbel e bel asting) yang
bertal i an dengan penbat asan kedaul at an paj ak | ndonesi a, yang

di hubungkan dengan | angsung dengan perundang-undangan fi skal dari

Neder| and, Suriname dan Curacao, dengan sendirinya harus

di kel uarkan dari pengundang-undangan paj ak nasi onal .

Dengan di hapuskannya pasal ini, maka kedudukan Nederl and,

Suriname dan Curacao di samakan dengan kedudukan negeri asing

| ai nnya yang berarti, bahwa hanya pengundang-undangan | ndonesi a

menpunyai hak untuk nenentukan, terhadap penghasil an-penghasil an

mana yang di dapat dari |uar negeri, dapat diberi potongan dar
jum ah sel uruh pendapatan yang di kenakan paj ak | ndonesi a, untuk
mencegah terjadi nya paj ak ganda (dubel e bel asting) (vide
ordonansi Staatsblad 1934 No. 291, sebagai mana itu tel ah di ubah).

sub XlII. Pasal 9, bagian d adal ah sisa dari zaman kol oni al,
dan harus dil enyapkan dari perundang-undangan paj ak negara

I ndonesi a yang berdaul at, karena tidak ada al asan | agi untuk



menberi kan pengecual i an paj ak, sebagai ganjaran istinmewa kepada
beberapa orang atau gol ongan yang tertentu.

Anak bagi an e dapat di hapuskan ber hubung dengan adanya tarip
A (vide pasal 8 ayat 1 baru) yang nuat pengecual i an paj ak buat
kel as yang terendah.

Anak bagi an g sekarang praktis tidak berarti |agi, karena
ket et apan- ket et apan paj ak dari tahun 1945 tidak ada | agi.

sub XIl1l, XvVil, XIX dan XXII.

1. Dasar-dasar untuk nmenunjuk dan nenet apkan konpetensi dari
penguasa, yang ditugaskan untuk nenetapkan paj ak dan yang
bertanggung j awab atas penungutannya dal am pasal 10 dan pasal 15,
tidak cukup jelas.

Susunan kat a-kata yang baru dan yang di ubah dari pasal - pasa
i ni nmerupakan suatu konsolidasi dan penyenpurnaan | anjut dar
pada aturan yang ada.

Aturan ini didasarkan atas pendapat, bahwa buat sebagi an
terbesar dari wajib pajak yang tingkat penghi dupannya sangat
rendah dan yang pendapat annya tidak dapat diketahui dengan pasti,
dan pul a tidak begitu nenentukan untuk daya pi kul nya
(draagver nogen). | nspeksi Keuangan pada unmumya ti dakl ah
mer upakan aparat yang tepat untuk nenetapkan pajak nereka itu.
Dari dul u pengenaan paj ak atas gol ongan-gol ongan ini diatur
sedem ki an rupa, hingga paj aknya di dasarkan atas kemanpuan
menbayar (betalingscapaciteit) yang dapat dilihat pada tanda-

t anda kemaknuran yang nenyat akan peri hal kehi dupan mereka (vide
pasal 7), dan pertinbangan kemanpuan nenbayar itu, penetapan dan
penmungut an paj aknya di serahkan kepada Panobng Praj a.

Dasar-dasar fikiran ini kini ditegaskan pada pasal 10 yang
baru, dan juga pada ayat 2, 2a dan 2b dari pasal 15 yang baru.

Dal am at uran-aturan yang nanti ditetapkan ol eh Menteri
Keuangan ber kenaan dengan susunan dan cara bekerja dari panitia
penet apan ini, maka akan di nuat ketentuan, bahwa ket ua-ketua
panitia, adal ah pegawai panobng praj a.

Penunj ukan Para Penjabat ini dan anggota-anggota | ai nnya
dari panitia diserahkan kepada penguasa- penguasa yang tersebut
pada pasal 10 ayat 3.

Kepada penguasa seperti disebut tadi diserahkan pula dengan
kemungki nan unt uk nel i npahkannya unt uk menberi kan pet unj uk-
pet unj uk tentang penungutan paj ak yang bersangkutan, seperti
penunj ukan orang yang di serahi dengan penungut an paj ak, peraturan
tent ang penyetoran uang dal am Kas Negeri yang diterim ol eh orang
yang di serahi penungutan pajak itu dan sebagai nya.

Kekuasaan yang di maksud ial ah selain dari soal -soal yang
mengenai panitia penetapan, termasuk juga penetapan kohir dan
pengawasan atas pel aksanaan dan penungut an paj ak.

Akhi rnya penguasa- penguasa yang tersebut pada pasal 10 ayat
3 itu ditugaskan untuk nmenberi keputusan atas keberatan yang
di maj ukan terhadap penetapan paj ak, nmenurut kemanpuan nenbayar
waj i b paj ak yang bersangkutan dengan nengi ngat pasal 7.

Sudahl ah terang, bahwa aturan nengenai keberatan dan
"per mohonan bandi ngan", yang tertulis pada pasal 13 hingga dengan
pasal 14b, tidak dapat di pakai sama sekali untuk ketetapan-pajak
tadi. Maka dari itu pasal 14c yang baru, yang nenugaskan pegawai
tinggi itu untuk nenyelidi ki dan nenberi keputusan atas keberatan



adal ah suatu aturan yang sesuai sekali dengan keadaan penet apan
paj ak di atas tadi.

2. D dal am prakt ek dirasakan perlu suatu peraturan nengena
penyer ahan surat ketetapan-paj ak kepada orang yang tidak
menpunyai tenpat-kedi aman, yang tertentu. Dal am ayat ke-6 baru
(vide sub Xl X ke-4) yang ditanbahkan pada pasal 15 dengan
dem ki an dinuat isi pasal 64 ayat 5a, dari ordonansi pajak
pendapat an 1932.

sub XI'V. Penggantian kata-kata : " dan wel van andere
beschei den", pada pasal 11, ayat 1 anak-bagi an huruf c, dengan
"dan wel van andere aant ekeni ngen en beschei den", nenpunyai
maksud agar dal am hal -hal, di mana di sanpi ng penyel eggaraan
penbukuan dal am bahasa | ndonesi a juga dil akukan penbukuan dal am
| ai n bahasa, dapat dipasti kan dengan tidak ragu-ragu, bahwa pun
di perli hat kannya penbukuan yang terakhir ini, dapat pula dipinta.

sub XVII1. Perubahan-perubahan masa dal am nana t agi han-
kemudi an mungki n, adal ah di dasarkan atas pertinbangan bahwa paj ak
pendapat an coraknya adal ah "naheffing", atau dengan lain
per kat aan bahwa ket et apan-paj ak (yang ranpung) barul ah
Fitetapkan, ji1 ka masa dari pendapatan atas (tahun paj ak) sudah

ewat .

Per si ngkat an masa dari |ima hingga tiga tahun. berarti
kenbal i kepada aturan yang dahul u berl aku bagi paj ak pendapatan
t ahun 1932.

Ji ka penetapan masa |ima tahun di dasarkan dahul u atas
keadaan al at fiskal Penerintah, yang bel um senpurna di susun, mnaka
sekar ang penbangunan dan penyusunan Jawatan Paj ak sudah nencapai
ti ngkat sedem ki an hi ngga kita dapat kenbali |agi keadaan yang
bi asa dahul u.

Tet api wal aupun begitu, jawatan pajak bel um sedem ki an
keadaannya, hi ngga nmenmungki nkan, untuk nenjal ankan pekerjaan
fiskal yang sedem ki an i ntensifnya, hingga kita dapat kenbal
memakai ket entuan, bahwa tagi han-kenudi an harus di dasarkan atas
"peristiwa baru", yaitu kenyataan yang tidak dapat di ket ahui
dengan ket erangan- ket erangan yang ada pada Kantor | nspeksi
Keuangan, wal aupun dengan penyel i di kan seseksama- seksamanya.

Dal am hubungan i ni, maka kekuasaan | ebih |uas dari Jawatan
Paj ak tetap di pertahankan.

Ket entuan yang di nuat dal am ayat 6 baru dari pasal 14d
(noneran baru) nenpunyai 2 tujuan. Pertama yang di maksudkan
i al ah, agar ketentuan itu nencapai tujuan supaya kepada waji b-
paj ak, yang ket etapan-paj aknya ditetapkan nmenurut tanda-tanda
kemaknur an yang nenyat akan peri hal kehi dupan (pasal 7) tidak
dapat dij al ankan tagi han-kenudi an, kecuali jika sel uruh
pendapat an bersi hnya ternyata sedem ki an tinggi nya (yaitu Rp.
5.000, - atau | ebih), hingga dapat dipastikan, bahwa ia tersal ah
tel ah di masukkan dal am gol ongan waj i b- paj ak, yang penet apan
paj aknya khusus di atur ol eh pasal 7. Penbatasan dari kenungki nan
unt uk nmengadakan tagi han- kenmudi an adal ah suat u aki bat yang | ogi s,
dari corak yang khusus dari aturan penetapan nmenurut pasal 7,
yang nel epaskan pendapat an bersi h sebagai ukuran dari kemanpuan
menbayar .

Lagi pul a kepentingan keuangan dan tagi han kenudi an atas
pendapat an bersih di bawah Rp. 5.000, - begitu sedikit sekal



artinya - hal ini berlaku juga buat wajib-pajak |ainnya yang
di kenaan nenurut tarip A - sehingga praktis dapat diabai kan.

Maksud yang kedua dari ayat 6 ialah, untuk nenetapkan, bahwa
t agi han- kenmudi an hanya bol eh dij al ankan ol eh Kepal a | nspeksi
Keuangan, hal ini terlihat dari penetapan batas pendapatan ad.
Rp. 5.000- diatas jum ah mana, panitia-panitia yang di maksudkan
pada pasal 10 ayat 2, tidak nenpunyai kekuasaan.

sub XX. Pasal 17a yang baru, nenberi perunusan yang |ebih
jelas dari dasar-dasar aturan potongan (inhouding) seperti yang
telah terwuj ud nenurut pasal 17 ayat 5, sekarang ini dan nmenurut
atur an- at ur an pel aksanaannya.

Pada itu ditanbahkan suatu aturan (ayat 4 dan 5), yang
menungki nkan unt uk bertindak terhadap majikan yang | al ai,
ti ndakan mana ternyata di butuhkan dal am beberapa hal dal am
pr akt ek.

sub XXI. Permul aan masa kedal uwarsa atau | ewat waktu
(verjaring) disesuai kan, dengan corak dari "naheffing" yang ada
paj ak pendapat an.

Dengan i ni maka, kedal uwarsa ini di sanakan dengan yang
ber| aku untuk paj ak upah dan paj ak perseroan.

sub XXI'I'l. H ngga kini terdapat kewaji ban untuk nmenberikan
ket erangan dan nenperli hat kan buku- buku dan sebagai nya yang
ber hubungan dengan pengenaan paj ak dari pihak ketiga, dari para
penegang bank, . kasir, dan orang atau pendirian-pendirian |ainnya
sebagai dem ki an. Keterangan semacamini, yang nengenai waji b-
paj ak - fihak ketiga biasanya hanya nengenai keuangan atau
bagi an- bagi an kekayaan | ai nnya.

Tet api pada praktek penetapan paj ak dal am beberapa hal,

di rasakan kebut uhan akan ket erangan- ket erangan nengena
penyerahan (| everanties) dari bahan-bahan nentah dan bahan- bahan
pakai ol eh inportir, pengusaha paberik, pedagang besar dan
sebagai nya kepada waj i b- paj ak, yang nenj adi pengusaha atau
pedagang kecil, untuk nengadakan pengawasan atas tata-usaha
perusahaan (bedrijfsadm nistratie) dan atas surat penberitahuan
(aangifte) wajib-pajak tersebut.

Tat a-usaha ini, seringkali nenperlihatkan kekurangan yang
sedi kit banyak agak besar, yang nenbi kin tata-usaha itu tidak
cukup untuk dijadi kan dasar penetapan dari pendapatan yang agak
bol eh di percaya dari waji b-paj ak yang ber sangkut an.

Ber hubung dengan ini dal am perubahan dari pasal 22 yang
di usul kan, dil etakkan pel uasan kenungki nan bagi fiskus untuk
mengadakan peperi ksaan yang dapat berarti suatu |angkah yang maju
ke arah perbai kan cara pengenaan paj ak.

D satu pihak hal ini bermaksud nencegah ditetapkan paj ak
yang kurang dari pada apa yang harus di bayar kepada Negara dan di
[ ai n pi hak jika kekurangan penbukuan sedem ki an rupa, hingga
harus di | akukan penaksiran dari pendapatan, hal ini menguntungkan
waj | b- paj ak, sel ama ket erangan- ket erangan nyata yang di perol eh,
menmungki nkan unt uk menbi ki n penaksi ran yang | ebi h bai k; dengan
dem ki an dapatl| ah di cegah yang waji b- paj ak harus nmenbayar paj ak
terlalu tinggi.

Buat sel anj ut nya maka bai kl ah ki ranya diingat, bahwa
pertama-tama waji b paj ak yang nel akukan usaha atau pekerjaan
bebas, diwajibkan nengadakan penbukuan yang senpurna dan yang



bol eh di percaya (vide 10 pasal 10a dari ordonansi) sehi ngga dapat
di cegah penet apan paj ak, berdasarkan atas penaksiran, serta
segal a risi ko-ri si konya.

Perl uasan kewaj i ban nmenberitahukan dan kewaji ban
menper | i hat kan hi ngga kepada nereka yang nel akukan pekerjaan
bebas, berhubung dengan nmaksud dari ketentuan di atas, di pandang
tidak perlu, lagi pula pada teks yang di usul kan tadi dapat
di cegah ti nmbul nya kesulitan berhubung dengan adanya perahasi aan
j abatan (anbts en beroepsgehei m.

Di j al ankannya kekuasaan yang terlalu luas dan terlalu sering
ol eh I nspeksi Keuangan yang nantinya di beri kan kepadanya nenur ut
pasal 22, berarti suatu tanbahan beban yang terlalu berat diatas
pundak perusahaan yang sekarang sudah harus nengor bankan banyak
waktu dan tenaga kerja, untuk nmenmenuhi kepentingan keuangan
Negara; dalam hal ini perlu diingat akan aturan kewaji ban
menot ong paj ak pendapat an dan paj ak upah (vide pasal 17 ayat 5
dan pasal -pasal 13 jo. 23 dari ordonansi yang bersangkutan).

Yang di maksudkan juga ial ah, supaya tata-usaha paj ak akan
menggunakan kekuasaan itu dengan sehemat - hemat nya dan rasa penuh
t anggung-j awab.

Ad pasal 111.

Pasal bersangkut an nmenungki nkan para pengusaha yang
di kenakan paj ak pendapatan untuk nmemakai aturan nengenai
penghar gaan kenbali (herwaardering) dari alat-alat perusahaan
(bedrijfsm ddel en) dan utang-piutang |uar negeri yang perlu untuk
penet apan paj ak Perseroan. Tidak perlu kiranya diurai kan bahwa
peraturan tersebut semata-mata dapat dijal ankan untuk penungutan
paj ak perseroan dan paj ak peralihan sehingga karena itu tidak
akan dapat dim nta pertinbangan di |uar hal -hal nengenai
I i ngkungan fi skal .

Peraturan penilaian kenbali tidak berl aku terhadap
perusahaan yang di sel enggarakan di kepul auan Ri au. Mel i hat kepada
keadaan- keadaan seperti yang di nuat dal am bagi an umum sub Il nmaka
Penmerintah tidak nmenpunyai al asan untuk menberi kan kel onggar an
yang sangat besar itu yang di sebabkan ol eh peraturan penil ai an
kenbal i kepada waji b pajak yang bertenpat-kedi anman di daerah itu.

Apa yang tersebut di atas harus berlaku pula untuk wajib
paj ak yang bertenpat kedi aman di |uar kepul auan Ri au apabila
nmer eka nmenyel enggar akan suatu perusahaan dal am daerah itu. Q eh
karena itu peraturan khusus pada ayat 2 diikatkan kepada
penyel enggar aan perusahaan di dal am daerah yang sering di sebut
t adi .

Ad pasal 1V.

Sub | dan Il1. Pada perubahan-perubahan ini tidak perlu
di beri kan komentar |ebih |anjut, berhubung dengan yang tel ah
di j el askan dal am bagi an umum dari penjel asan ini.

Sub I'l. Kesenpatan untuk nerubah ordonansi, juga di pakai
unt uk nengadakan aturan yang adil nengenai pajak upah, yang
terhut ang atas hadi ah yang di beri kan pada buruh yang hanya
bergaji rendah.

Tarip unumdari pajak ini sebesar 15% yang hi ngga Ki ni
ber | aku unt uk hadi ah-hadi ah semacamini, adalah terlalu tinggi



unt uk nmereka tadi.

Secara ganpangnya saj a, nmaka ol eh aturan yang di usul kan ini
di t et apkan bahwa, besarnya paj ak yang bersangkut an dit et apkan
atas jum ah upah setahun penuh termasuk pada itu hadi ah di atas
t adi .

Kecuali ini, makapun | ain-lain penghasilan semacamitu, yang
diterima secara berkala atau tidak di sanpi ng upah bi asa,

di masukkan dal am aturan ini, msalnya uang |enbur, prem bahaya
(gevaren-prem es), uang tunjangan untuk nenghadiri rapat-rapat
dan sebagai nya.

Tari p khusus dari pasal 9B ayat 2 yang berl aku unt uk
tanti eme, hadi ah dan penghasi | an- penghasil an | ai nnya semacamitu
yang di beri kan sesudah buruh yang ber sangkut an neni nggal kan
I ndonesi a atau sesudah orang itu neni nggal dunia diganti dengan
tari p pokok yang baru dari pajak pendapatan. Untuk hal - hal
semacam i ni, maka paj ak upah bukan merupakan suatu penmungut an
di nruka ("voorheffing") atas pajak pendapatan tetapi nerupakan
pengganti nya.

Sub 1'V. Pengecual i an dari pasal 10 anak bagi an huruf b,
adal ah ber hubungan dengan kekuasaan unt uk nenungut paj ak dar
Swapr aj a, sekedar kekuasaan ini bel um di cabut ol eh berl akunya
ordonansi paj ak upah (vide ordonansi, dal am Staatsblad 1935 No.
627, Staatsblad 1938 No. 422 dan Staatsblad 1947 No. 203, yaitu
yang berl aku untuk Vorstenl anden, Zelfbestuur di Bali dan
Zel f best urende | andschappen di luar Jawa dan | ndonesia Timur).

Dengan di sahkannya Undang-undang Darurat No. 36 tahun 1950
tentang berl akunya Undang-undang dan sebagai nya di kel uar kan
sebel um t er bent uk Negara Kesatuan Republik | ndonesia (Lenbaran
Negara 1950 No. 78) dengan Undang-undang No. 4 tahun 1952
(Lenmbaran Negara 1952 No. 43), mmka pengecualian ini tidak ada
gunanya | agi .

D hi | angkannya anak bagi an huruf d adal ah nmenpunyai hubungan
dengan di hi |l angkan pasal 9 anak bagi an huruf d, dari ordonansi
paj ak pendapat an 1944; bai kl ah kita nenbaca bagi an dari
penj el asan i ni yang nenjel askan soal ini ad pasal Il sub XlI.

Kel anj ut an anak bagi an huruf e, tidak beral asan | agi untuk
di pertahankan; (upah tagih) (collecteloon) yang bertalian dengan
i ni,, sudah di kenakan paj ak pendapatan dan ol eh karena untuk paj ak
ini, telah dilakukan potongan secara |luas, tidaklah terdapat
keber at an sesuatupun | agi untuk nenjal ankan potongan paj ak- upah
yang sudah nerupakan penungut an di nuka (voorheffing) dari pajak
pendapat an at au di pakai sebagai gantinya atas collectel oon itu.

Dengan di ubahnya anak bagi an huruf k nmaka, berakhirlah sudah
kedudukan khusus dari Nederland, Surinanme dan Curacao, dan
dapat| ah terl aksana pendirian fiscaal rechtelijk yang bercorak
i nt ernasi onal umum yakni bahwa ber hak untuk nmenungut paj ak atas
upah adal ah Negara di mana di | akukan kerja yang ber sangkut an,
dengan pengertian, bahwa terhadap upah yang di bayarkan dari kas
Peneri nt ahan Negara yang nenbayar kan upah itu, yang berhak.

Ad pasal - pasal V dan VI.

Unt uk nenget ahui hal yang nengenai kenai kan m ni nrum kekayaan
bersi h yang kena paj ak sukal ah nmenbaca apa yang tel ah dijel askan
pada bagi an unum dari penjel asan ini.



Jum ah opcenten yang berl aku untuk paj ak kekayaan senenj ak
tahun 1947 tiap-tiap tahun ditetapkan 100, sekarang tel ah
di masukkan dalam tarip baru, tetapi ol eh karena perubahan Undang-
undang ini berlaku surut hingga 1 Januari 1952, nmaka Undang-
undang opcenten yang tel ah ditetapkan buat tahun 1952 harus
ditarik kenbali.

Penari kan kenbal i pasal 16 dari ordonansi berdasarkan al asan
yang sanmm seperti penari kan kenbali pasal 8 ordonansi pajak
pendapat an 1944 (vide ad pasal Il sub X, yang bertalian dengan
ini).

Dengan di hapuskannya ayat 2, 3 dan 4 dari pasal 17, nmaka
pengecual i an paj ak kekayaan terhadap Wakil -wakil diplomatik,
Konsul dan lain-lain wakil dari Luar Negeri, disamakan dengan
yang berl aku unt uk paj ak pendapatan (vide ayat 9 anak bagi an
huruf a dari ordonansi tersebut).

Ad pasal VII.

Ayat | sub (b). Peraturan-peraturan dari Undang-undang
umummya berl aku surat sanpai 1 Januari 1952. Akan tetapi nungkin
j uga bahwa penet apan yang di dasarkan atas tanda-tanda kemaknuran
yang menyat akan perihal kehi dupan (lihat pasal 7 dari ordonansi
paj ak pendapat an 1944) dil akukan sesudah tanggal 1 Januari 1952
akan tetapi sebel um berl akunya Undang-undang Darurat No. 14 tahun
1952. Penetapan ini harus tetap di adakan dan di sel esai kan nmenur ut
peraturan yang berl| aku pada waktu penet apannya.

Ayat 2. Pada umummya dal am hal penungut an paj ak upah yang
menent ukan i al ah masa di dal am mana upah di bayar kan atau
terhutang. A eh karena hal itu untuk nmenmenuhi penbayaran kepada
buruh yang tidak bertenpat-kedi aman di negeri ini untuk siapa
paj ak upah itu adal ah penungut an terakhir akan nenyebabkan
penbel akangan buruh yang bertenpat kedi aman di negeri ini, nmaka
unt uk upah semacamitu di adakan pengecual i an sehi ngga perat uran
umum dari ayat 1 berlaku lagi dan tarip baru berlaku terhadap
penbayaran yang ditetapkan untuk buruh yang di sebut tadi nengena
masa yang tel ah | anpau sesudah tanggal 1 Januari 1952.

Ayat 3. Dari peraturan dari pasal 6 ayat 4 dari Undang-
undang Darurat No. 14 tahun 1952 seperti yang ternmaktub pada
bagi an unum sub Il dapat disinmpul kan bahwa penungutan paj ak di
daerah Ri au nengenai tahun 1952 dan 1953 tel ah atau berl angsung
ber dasar kan ket ent uan- ket ent uan Undang- undang yang berl aku unt uk
sel uruh | ndonesi a sebelum 1 Januari 1952. Ber hubung dengan itu
maka di anggap tidak perlu untuk terhadap daerah ini juga
menberi kan daya berl aku surut sanpai 1 Januari 1952 kepada
rancangan ini untuk Riau, seperti diaturnya pada ayat 1 untuk
bagi an | ai nnya dari daerah | ndonesi a. Perlakuan surut seperti
tersebut tadi di dal am praktek ternyata tidak dapat dil aksanakan
pasal tersebut disusun juga sedem ki an rupa sehi ngga untuk daerah
Ri au pel aksanaannya baru dapat dijal ankan nmulai 1 Januari 1954.

Ter masuk Lenbar an- Negara No. 41 tahun 1957.
D ket ahu

Menteri Kehaki man,
G A. MAENGKONG
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